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ABSTRAKSI

Tindak pidana pemalsuan surat memiliki karakteristik yang berbeda dalam setiap rumusan
unsur deliknya karena rumusan unsur delik tidak hanya diatur dalam KUHP melainkan
dapat pula diatur diluar KUHP. Dalam rangkaian rumusan unsur delik tindak pidana
pemalsuan surat baik yang terdapat didalam KUHP maupun diluar KUHP, tidak diatur
secara legalitas mengenai beban pembuktian dalam rumusan unsur delik. Beban pembuktian
vang dimaksud adalah harus adanya bukti asli yang dipalsu. Dalam menangani tindak
pidana pemalsuan surat baik yang diatur didalam KUHP maupun diluar KUHP, baik
Penyidik, Jaksa, Hakim, maupun Advokat diharuskan memahami dengan baik rumusan delik
yvang terkandung dalam rumusan unsur delik pemalsuan baik yang diatur didalam KUHP
maupun diluar KUHP. penelitian ini, menggunakan metode pendekatan perundang-
undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian
ini mengedepankan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) karena
didasarkan pada pengaturan hukum pembuktian dalam tindak pidana pemalsuan. Penelitian
ini tertuju pada penelitian kepustakaan terutama bidang hukum yang berarti akan menelaah
dan mengkaji bahan hukum primer, sekunder dan tertier.
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ABSTRACT

Criminal offense of forgery has different characteristics in each formula element of the
offense because the formulation of the elements of the offense are not only regulated in the
Criminal Code but can also be set outside of the Criminal Code. In a series of criminal
offenses formulation of the elements of the offense of forgery either contained within or
outside of the Criminal Code of the Criminal Code, are not dealt with the legality of the
burden of proof in the formulation of the elements of the offense. The burden of proof in
question is to be genuine forged evidence. In addressing the crime of forgery either regulated
under the Criminal Code or outside the Criminal Code, a good investigator, prosecutor,
judge, and Advocate is required to better understand the formulation of the offense contained
in the formulation of the elements of the offense of counterfeiting both regulated under the
Criminal Code and outside the Criminal Code. This study, using the approach of legislation
(statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). This study
emphasizes the approach legislation (statute approach) because it is based on the setting
rules of evidence in a criminal act of forgery. This study focused on the research literature,
especially the field of law which means it will examine and assess the primary legal
materials, secondary and tertiary.
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